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 BAB VI 
KESIMPULAN 
6.1. Kesimpulan 
Dalam melihat implementasi Perda No. 11 tahun 2005 di lokasi objek 
wisata Pantai Padang, perlu diketahui aspek-aspek yang mempengaruhi 
pencapaian dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Karena kebijakan yang dapat 
berjalan dengan baik dipengaruhi oleh beberapa variabel. Diantaranya adalah isi 
kebijakan dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Keberhasilan implementasi 
kebijakan ditunjang oleh variabel-variabel yang menentukan keberhasilan atau 
kegagalannya.  
Aspek lingkungan sosial di lokasi objek wisata Pantai Padang 
menunjukkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh warga masyarakat terhadap 
petugas pelaksana implementasi. Lalu adanya ikatan emosional sebagai sesama 
warga setempat serta ikatan kekeluargaan sebagai warga setempat, menguatkan 
rasa solidaritas mereka dalam menentang tindak penertiban. Serta budaya permisif 
dan bebas terhadap prilaku maksiat pada masyarakat di sekitar lokasi objek wisata 
Pantai Padang. Sementara melalui aspek ekonomi, warga sekitar merasa tidak 
adanya azas manfaat yang mereka dapatkan atas berjalannya implementasi Perda. 
Serta dengan aspek politik, timbulnya kelompok-kelompok di antara pedagang 
sebagai perlindungan dan identitas mereka. 
 
 
 
 6.2. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, maka saran 
yang dapat diberikan. Pertama, pemerintah terkait harus mengupayakan 
implementasi Perda dapat memberi manfaat kepada seluruh masyarakat. Di sisi 
lain, pemerintah juga harus bersikap tegas terhadap segala hal yang berpotensi 
dapat memicu prilaku maksiat di lokasi objek wisata. 
Kedua, pemerintah daerah dan nasional harus terus mengupayakan berbagai 
program-program usaha kerakyatan yang kreatif dan sesuai dengan nilai-nilai 
agama, sosial serta budaya. 
Ketiga, para petugas Satpol PP harus terus melakukan pendekatan yang 
persuasif kepada warga masyarakat, agar tidak muncul lagi konflik dan gesekan-
gesekan yang semakin memperburuk kelancaran implementasi kebijakan publik. 
Penelitian ini memiliki banyak kelemahan dari segi penulisan, selain itu 
penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan yaitu dalam penelitian ada 
beberapa data yang tidak bisa di dapatkan oleh peneliti, selain itu peneliti juga 
tidak bisa menemukan semua pedagang  yang telah peneliti pilih sebelum turun ke 
lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini, bagi peneliti yang ingin melanjutkan 
penelitian lebih dalam disarankan untuk meneliti mengarah kepada revisi Perda 
No 11 Tahun 2005 dimana Ranperdanya sudah mulai disusun oleh pihak-pihak 
yang terkait. 
 
 
 
 
 
